
BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
HaMOR '3 ;;t TAHUN 2018
 

TENTANG 

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
 
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
 

KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar 
{SKB} menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, maka 
Pernerintah Kabupaten Larnpung Selatan perlu mengatur Alih 
Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan 
Pendidikan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hUIUf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan 
Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
Kabupaten Lampung Se1atan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalarn 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 558'7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 55679); 



S.	 Peraturan Pemerintah Nornor 79 2005 tentang Pedoman 
pernbinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6.	 Peraturan Pernerintah Nornor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar [Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ah un 2008 
Nornor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nornor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

8.	 Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indoneaia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana Telah diubah 
dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9.	 Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan kedua Peraturan Pernerintah NomOI" 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasioual Peudidikau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, (Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4496); 

10.	 Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Sclatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Larnpung Selat (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

Mcnctapkan	 PERATURAN BUPATI T'ENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR 
KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG SELATAN MENJADI 
SATUAN PENDIDlKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN 
BELAJAR (SKB) LAMPUNG SELATAN. 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan ; 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

2.	 Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan 
daerah Kabupaten Lampung Selatan yang rnemimpin pelnksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi keweriangan Daerah Otonom; 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



5.	 Dinas adalah Dinas Pcndidikan Kabupatcn Lampung Selatan. 

6.	 K('p~d:-t Dinas adalah Kepala Dirias Pendidikan Kabupatcn Larnpurig Selatan. 

7.	 Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah pelaksana 
teknis yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Larnpung Selatan yang 
berbentuk StltuFm Pendidikan Non Formal Sejenis. 

8,	 Satuan I'endidikan Non Formal sejenis yang selanjutnya disingkat SPNF sejenis 
adalah kelompok layanun pendidikan yang mcnyelenggarakan program 
Pcndidikan Non Formal. 

9.	 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal 
Sejcnis di Kabupaten Lampung Selatan. 

10, Program Pendidikan Non FUI1nal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah 
!flyf'lnHD pertdicliksrn yang diselenggarakan untuk mernberdayakan masyarakat 
melalui pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Pendidikan Kepernudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan 
Kcaksaraan, Pcndidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan 
Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga Serta Pendiclikan lain YaI1g ditunjukan 
untuk mcngcmbangkan kcrnarnpuan peserta didik guna melanjutkan kejenjang 
pendtdikan yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kelja yang rnampu membuka 
usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia usaha Serta penyedia layanan 
keburuhan belajar lainnva yang tidak tersedia di jalur pendidikan Formal. 

BAB II
 
ORGANISASI
 

Bagia.n Kesatu
 
Pembentukan
 

Pasal2 

(1) Sta1 us SI\B Lampung Sclatan dialihfurigsikan menjadi Saruan Pcndidikari 
Non Formal SKB Lampung Selatan. 

(2) Sat unn Peridirlikan Non Formal (SPNF), SKB Larnpung Selatan bcrkedudul{an 
di jalan Trans Sumatera Desa Kedaton Kacarnatan Kalianda Kabupaten 
Lampung Selatan. 

(3} SPNV. SKD Lampung Selatan dibentuk berdasarkan potensi, knrukteristik 
dan bebnn kerja. 

Bagian Kedua
 
Kedudukan tTugas dan Fungsi
 

Pasa13 

(1)	 SKu Lampung Selatan adalah Satuan Pendidikan Non Formal (SPNFj pada 
Ilngkup Dinas . 

I?) SPNF SI(H Larnpung Selatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang 
Pauli da n Dikrriaa. 



Pasal 4 

Satuan Pendidikan Non Formal (SPN.F) SKB Lampung Selatan mernpuriyai tugas 
pokok menyelenggarakan, mernbina, mendampingi, membuat percontohan, 
mengernbangkan model dan kurikulum muatan lokal, melaksanakan 
penjaminan mutu -Prograrn pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan 
Masyarakat (DIKMAS), melaksanakan pengabdian masyarakat dan pengelolaan 
urusan ketatausahaan SKB. 

Pasa15 

Unt.uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB sebagai 
satuan pendidikan Non Formal mempunyai fungsi : 
a.	 menyelenggarakan Program Pendidikan anak Usia Dini dan pendidikan 

rnasyarakat: 
b.	 mclakukan Pembiriaan Pertdidikari dan Teriaga Kependidikan Satuan 

Pendidikan Non Formal lainnya: 
c.	 melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan Non formal lainnya yang 

menyelenggarakan program pendidikan anak usia dirii dan pendidikan 
masyarakat; 

d.	 mcmbuat percontohan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 
pendidikan masyarakat: 

e.	 mengembangkan dan uji coba model program Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat; 

f.	 mengcmbangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi pcndidikan 
anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 

g.	 sf'bagpti Pusat penyelenggaraan penilaian program pen.didikan anak usia dini 
dan pendidikan masyarakat; 

h. meJaksanakan pendidikan masyarakat; 
1. mclaksanaka pcngabdian mutu program Anak Usia Dirii (PAUD) dan 

Pendidikan Masyarakat (DtKMAS); dan 
j, melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB. 

Bagian Kctiga 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi SPNF SKB terdiri dari : 

a.	 Kepala; 
b. Urusan tata u saha; dan 

C, Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi SPNF SKB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

tercanturn dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dati Peraturan ini. 



Pasa17 

(1) Kepala SKB merupakan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas 
tambahan. 

(2) Kualifikasi Akademik Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
serendah rendahnya berpendidikan Strata J (8]) dan memiliki rnasa kerja 
sebagai parnong belajar minimal 5 (lima) tahun. 

(3) Tugas kcpala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mcngelola, 
mengoordinasikan, mengkonsultasikan, mernbina, mernonitoring dan 
mengevaJuasi pelaksanaan program SKB sebagai satuan pendidikan Non 
Formal. 

(4) Kepala SKfJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dalam melakearialcan 
tugas dan fungsinya dibantu oleh kelompok jal..oatan tungsional, kepala 
urusan dan staf tata usaha. 

(5)	 Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala SKB sebagaimana 
dimasud pada ayat (1) bcrkoordinaai dengan Dinas Pendidikan melalui kcpala 
bidang pcndidikan Non Formal dan Informal (PNPl) atau sebutan yang 
sejenis, 

Pasa18 

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf b dipirnpin 
oleh 1 [satu] orang Kepala Tata Usaha. 

(2)	 Kepala Urusan Tata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
kepada kepala SPNF SKB. 

(3) Urusan tata usaha terdiri dad tenaga adrniniatrasi urrrum, kcuarigan 
pustakawari, Iaborat, teknisi dan operator komputer, 

(4) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merniliki 
tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulurn, peserta didik, 
kepcgawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengersipan. 

Pasa19 

(1) Kclornpok jabatan fungsional SKB sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 
huruf c terdiri dari parnong belajar dan. jabatan fungsional lainnya yang 
rnenunjang penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 
perididikan Masyarakat (DIKMAS). 

(21 .Jabatan fungsional pamong bolajar dan jabatan fungsional lain scbagaimana 
dimaksud pada ayat OJ dipimpin oleh Koordmator pamong yang ditunjuk 
oleh kepala SPNF 31\B. 

(3) Tuzas Koordinator pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
mernbantu kepala SPNF SKB dalam menyiapkan bahan perumusan 
kebiiakan teknis.pengkajian dan pengembangan program pernbelajaran 
penirigkatnn mutu pendidikan dan tenaga keperididikan pengendalian rnutu 
program (pAU D) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) serta dalarn 
pengabdian masyarakat. 

(4l	 Koorrlinator pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan rugasnya dibantu oleh pamong belajar yang ditunjuk untuk 
melaksanakan urusan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUDj, 
kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan, penjaminan mutu, 
pendataan, informasi dan pengabdian pacta masyarakat. 



(5}Tugas pamong belajar adalah melaksanakan pembelajaran , pernbimbingan 
dan pelatihan serta pengkajian dan pengeinbangan dalam rangka 
percontohan. 

(6) Rincian tugas pamong belajar masing-masing jenjang jabatan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya pamong belajar bertanggung jawab kcpada 
kepala SPNfi' SKB. 

Bagian Keempat
 
Pemblayaan, Ketenagaan dan sarena prasarana
 

Pasal10 

(1)	 Pembiayaari SPNF SKB beraurnber dad Anggaran Penciapatari dan belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten, Prcvinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Ncgara (APBN) dan masyarakat afau aumbor lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

(2) Besarnya pembiayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan 
dcngan jenis dan jumlah prograrn yang dilaksanakan. 

Pasal 11 

(1) Ketenagaan SPNF SKB terdiri dari fungsional pamong belajar dan tennga 
administrasi. 

(2) Jumlah fungsional pamong belajar dan tenaga adrninistrasi SPNF SKB 
diterrtukari berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

(:3)	 Kualifikasi dan kompeterisi pamong belajar dan tenaga administrasi di SPNF 
SKU berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, 

(4) Pengangkatan dan penernpatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenaga 
adrninistrasi SPNF SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul 
Kepala DinRA berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analiais jaharan. 

Pasa! 12 

(] I Snraria dan prasarana SPNF SKB sesuai dengan program pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS) yang 
dtsclcnggarakan. 

(2) .Jenis kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana SPNF SKB disesuaikan 
dengan standar sarana dan prasarana pendidikan. 

Bagian Kelima 
Pengangkatan dan Pemberhentlan Dalam Jabatan 

Pasal 13 

(1) Kopala	 SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan 
uaulan dari kepala dinas. 



(2) Kopala Urusan Tata UsrlIU'1 diarigkat dan dibcrlrcntikan olch Bupati 
berdasarkan usulau kepala diuas. 

(Jj Kelornpok .Jabaran Fungsional Parnorig Ikiaj<lT dan 
diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan 
yang berlaku , 

Teriaga Adrnmistrnsi 
Perundang-undangan 

BAB III
 
KETENTUANPENUTUP
 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahumya, metnerintaltkan pr'IH;undangan Peraturan Bupat i 
ini dengau penempatanny a dalam Berita Daerab Kabupaten Lampuug Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pacta tanggal \ \ c,1( \ Q 'hc r- 2018 

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

l riu ndaugkatt eli Kaliauda 
p;'Hla t;'Hlggai 1;- CJ\L\- '}'JC':' 20] 8 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 
! 

1\. 
/~---

(" 

FREDY 8M 
BERITA OAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 



U\MP1RAN;	 Pt:RATURl\N t3UPATl LAMPUNG SELATAN 
NOMUR TAHUN 2018 
Tl\l~~u:,~ f~J# _ .~".__.___ 20 1~_'0 .• 

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
 
KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

KEPALA SKB 

r 
I 
I .,.._--------_.----------------. 

h.EPi\LA l H<USAN 1----· TATA USAI J/\ {TU) 

KELOMPOK JABATAN
 
FUNGSJoNAL PA.MONO BE;LAJAl<
 

DAN rUNGSIONAL, LAINNYA
 

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

NANANG RMANTO
 


